




































































































































 





































































































KEMENTERIAN AGAMA R.I. 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111 
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id 
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SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN 
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI 

TAHUN ANGGARAN 2022 
Nomor: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua 
(07-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama : Yashier Arafhat Z.A, S.HI. 

 NIP : 198411252006041002 

 Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d) 

 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam 
Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA; 

 Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

2. Nama : Muhammad Ridwan Harahap, M.Si. 

 NIP : 198611272014031003 

 NIDN : 2027118603 

 NIPN (ID Peneliti) : 202711860310074 

 Pangkat/Golongan : Lektor (III/d) 

 

Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul 
dan Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan 
Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 
Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama bersepakat 
mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan 
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana 
diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: 
 

Pasal 1  

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 
yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya 
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian 
dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen; 

2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu 
meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN 
Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai 
penerima bantuan melalui Keputusan Rektor. 
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Pasal 2  

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA 
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan 
dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika 
dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-
Raniry Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Registrasi: 
221220000056814 dan dengan judul: 

 “Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi 
Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam 
Karboksilat dengan Metode Green Chemistry”; 

2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai 
dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh PIHAK 
KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan; 

3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi 
dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai Tanggal 07 Maret s.d 31 
Oktober 2022; 

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan output dan 
outcome hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam 
Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 
Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada 
PIHAK PERTAMA. 

  
Pasal 3  

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk judul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
Nomor: 025.04.2.423925/2022, tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 
tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya 
Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. 

2. Besaran dana bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima 

Puluh Juta Rupiah); 

3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas 
berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/Reviewer Nasional 
Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 
177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan 
Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN 
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022; 

4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  
Pasal 4  

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan 
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung (LS) melalui 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu) 
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tahap sekaligus (100%) dengan ketentuan sebagai berikut: 

 a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA hanya 
dapat dicairkan oleh PIHAK KEDUA pada Tahap Pertama sebagai uang 
muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu 60% x Rp. 

50.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah peneliti 
menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan 
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi. Sedangkan sisa 40% dari total 
bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara; 

 b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan Tahap Kedua 
sebesar 40% sisa dari total bantuan dana yaitu 40% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 
20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah penerima bantuan 

atau PIHAK KEDUA dinyatakan oleh reviewer Nasional Keluaran mampu 
melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, 
selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan 
kegiatan, dan telah mengunggah output keluaran hasil pelaksanaan kegiatan 
ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan hard copy output keluaran hasil 
kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan yang berlaku; 

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah 
anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas; 

3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan 
dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana 
tersebut pada pasal 2 ayat (1). 

  
Pasal 5  

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan 
kepada PIHAK KEDUA melalui rekening yang diajukan dan atas nama PIHAK 
KEDUA yaitu melalui Rekening: 

 Nama Bank : Bank Aceh 

 Nomor Rekening : 61002200200861 

 Atas Nama : Muhammad Ridwan Harahap 

 Nomor NPWP : 35.052.129.0-113.000 

2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak 
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang 
disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data 
pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan 
persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan; 

3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan 
pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 

  
Pasal 6  

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini; 

2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul serta output keluaran hasil yang akan dicapai 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, 
duplikasi, dan redundancy, serta terbebas dari pemalsuan data (falsification); 
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3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan 
Tinggi dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas 
dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain; 

4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (1) di atas BUKAN merupakan kegiatan yang SEDANG ATAU 
SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri; 

5. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran 
hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 

6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana 
tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini 
DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang 
telah diterimanya ke Kas Negara, serta PIHAK KEDUA tidak dapat mengakses 
dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut 
terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana 
ketentuan yang berlaku; 

7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh 
PIHAK PERTAMA. 

 
Pasal 7  

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (quality control) 
selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi 
dari tim Reviewer Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka PIHAK 
PERTAMA berhak untuk: 

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta 
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; 

2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi 
standar mutu pelaksanaan kegiatan; 

3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan 
proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak 
ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa 
pelaksanaan kegiatan; 

4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan 
uji kelayakan keluaran hasil kegiatan; 

5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui: 

 a.  Seminar Laporan Antara (interim report); 

 b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (final report). 

6. Seminar Laporan Antara (interim report) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer Nasional 
yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Rektor; 

7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (Final Report) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan 
di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, Reviewer Nasional 
Keluaran dan/ atau Expert yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta 
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memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil 
kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. 

8. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk mempresentasikan 
hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan; 

9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran 
terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat 
pelanggaran yang dilakukan; 

10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak 
ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas; 

11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada 
PIHAK KEDUA. 

  
Pasal 8  

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
PIHAK PERTAMA; 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

 a. Laporan Antara (Interim Report); 

 b. Laporan Akhir (Final Report). 

3. Laporan Antara (Interim Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) 
merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan 
perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 

4. Laporan Akhir (Final Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) 
merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran 
hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. 

 
Pasal 9  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan keluaran 
(output) berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi, dan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta outcome berupa 
Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman 
Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat 
pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 

2. PIHAK KEDUA dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada 
ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian 
Pengembangan Pendidikan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan 
serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada PIHAK PERTAMA; 

4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan 
pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA beserta dengan luaran tambahan yang telah 
dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan outcome 
keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan; 

5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan 
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sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

  
Pasal 10  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan 
perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (interim report) kepada 
PIHAK PERTAMA berupa catatan kemajuan (logbook), luaran hasil sementara 
serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi, selambat-lambatnya pada tanggal  27 Juli 2022; 

2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan 
perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (interim report) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI 
dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara 
selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2022; 

3. Jika PIHAK KEDUA belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan 
kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan 
Antara (interim report) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka PIHAK 
KEDUA tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (interim 
report) dan atau tahapan selanjutnya. 

  
Pasal 11  

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan 
atau Laporan Antara (interim report) serta pencapaian keluaran hasil berupa 
output dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer Nasional yang 
terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Rektor; 

2. PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan 
kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau 
Laporan Antara (interim report) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang 
disampaikan oleh Tim Reviewer Nasional; 

3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (interim report) dibebankan kepada 
PIHAK KEDUA sebesar 2% (dua persen) dari total bantuan yang diterima;  

4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada PIHAK 
PERTAMA melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%); 

5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (interim 
report) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh 
PIHAK PERTAMA melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang 
dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, 
evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer Nasional serta hal-hal terkait 
lainnya dengan pelaksanaan kegiatan. 

  
Pasal 12  

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat 
dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK 
PERTAMA yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 
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2. Apabila PIHAK KEDUA selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak 
dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 
maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu 
anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada PIHAK PERTAMA 
sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas; 

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di atas, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 
dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana 
bantuan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. 

  
Pasal 13  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (output) 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI 
dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil 
oleh Tim Reviewer Nasional paling lambat tanggal 23 September 2022; 

2. Jika PIHAK KEDUA belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap 
keluaran hasil (output) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka PIHAK 
KEDUA tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil; 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (output), jika ada 
perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi 
dari Tim Reviewer Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil; 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran 
hasil (output) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag 
RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal 20 Oktober 2022; 

4. Hard copy keluaran hasil (output) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan 
kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 27 Oktober 2022 beserta dengan 
berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam 
Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 
Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 

5. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil 
(output) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan 
sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka PIHAK KEDUA wajib 
mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta PIHAK 
KEDUA tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
terhitung mulai tahun berikutnya; 

6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh 
PIHAK PERTAMA. 

  
Pasal 14  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan outcome 
keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) atas outcome Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 
klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan jadwal dan 
batas waktu yang telah ditentukan; 



8 

2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan outcome keluaran hasil berupa 
Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas outcome 
Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA 
melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah 
ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah 
ditentukan; 

3. Jika target outcome sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai 
batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA tidak dapat 
mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan 
outcome tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak 
berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan. 

  
Pasal 15  

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi 
hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Pendaftaran dan pencataan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh; 

4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik 
Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui 
Surat Keterangan Hibah. 

  
Pasal 16  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan 
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; 

2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan 
pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengikuti 
tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya; 

3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum juga 
dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka 
Surat Perjanjian Penugasan ini DINYATAKAN BATAL dan PIHAK KEDUA wajib 
mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti 
pengembalian dana disimpan oleh PIHAK PERTAMA. 

4. Apabila PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di 
atas, maka PIHAK KEDUA tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan 
bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi 
lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; 

5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas 
berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. 

  
Pasal 17  

1. Apabila terjadi “Force Majeur” (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, 
kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang 
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SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN 
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI 

TAHUN ANGGARAN 2022 
Nomor: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua 
(07-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama : Yashier Arafhat Z.A, S.HI. 

 NIP : 198411252006041002 

 Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d) 

 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam 
Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA; 

 Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

2. Nama : Muhammad Ridwan Harahap, M.Si. 

 NIP : 198611272014031003 

 NIDN : 2027118603 

 NIPN (ID Peneliti) : 202711860310074 

 Pangkat/Golongan : Lektor (III/d) 

 

Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul 
dan Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan 
Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 
Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama bersepakat 
mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan 
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana 
diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: 
 

Pasal 1  

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 
yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya 
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian 
dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen; 

2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu 
meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN 
Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai 
penerima bantuan melalui Keputusan Rektor. 



2 

  
Pasal 2  

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA 
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan 
dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika 
dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-
Raniry Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Registrasi: 
221220000056814 dan dengan judul: 

 “Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi 
Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam 
Karboksilat dengan Metode Green Chemistry”; 

2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai 
dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh PIHAK 
KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan; 

3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi 
dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai Tanggal 07 Maret s.d 31 
Oktober 2022; 

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan output dan 
outcome hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam 
Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 
Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada 
PIHAK PERTAMA. 

  
Pasal 3  

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk judul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
Nomor: 025.04.2.423925/2022, tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 
tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya 
Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. 

2. Besaran dana bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima 

Puluh Juta Rupiah); 

3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas 
berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/Reviewer Nasional 
Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 
177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan 
Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN 
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022; 

4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  
Pasal 4  

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan 
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung (LS) melalui 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu) 
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tahap sekaligus (100%) dengan ketentuan sebagai berikut: 

 a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA hanya 
dapat dicairkan oleh PIHAK KEDUA pada Tahap Pertama sebagai uang 
muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu 60% x Rp. 

50.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah peneliti 
menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan 
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi. Sedangkan sisa 40% dari total 
bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara; 

 b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan Tahap Kedua 
sebesar 40% sisa dari total bantuan dana yaitu 40% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 
20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah penerima bantuan 

atau PIHAK KEDUA dinyatakan oleh reviewer Nasional Keluaran mampu 
melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, 
selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan 
kegiatan, dan telah mengunggah output keluaran hasil pelaksanaan kegiatan 
ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan hard copy output keluaran hasil 
kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan yang berlaku; 

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah 
anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas; 

3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan 
dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana 
tersebut pada pasal 2 ayat (1). 

  
Pasal 5  

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan 
kepada PIHAK KEDUA melalui rekening yang diajukan dan atas nama PIHAK 
KEDUA yaitu melalui Rekening: 

 Nama Bank : Bank Aceh 

 Nomor Rekening : 61002200200861 

 Atas Nama : Muhammad Ridwan Harahap 

 Nomor NPWP : 35.052.129.0-113.000 

2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak 
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang 
disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data 
pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan 
persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan; 

3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan 
pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 

  
Pasal 6  

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini; 

2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul serta output keluaran hasil yang akan dicapai 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, 
duplikasi, dan redundancy, serta terbebas dari pemalsuan data (falsification); 
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3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan 
Tinggi dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas 
dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain; 

4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (1) di atas BUKAN merupakan kegiatan yang SEDANG ATAU 
SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri; 

5. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran 
hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 

6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana 
tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini 
DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang 
telah diterimanya ke Kas Negara, serta PIHAK KEDUA tidak dapat mengakses 
dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut 
terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana 
ketentuan yang berlaku; 

7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh 
PIHAK PERTAMA. 

 
Pasal 7  

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (quality control) 
selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi 
dari tim Reviewer Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka PIHAK 
PERTAMA berhak untuk: 

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta 
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; 

2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi 
standar mutu pelaksanaan kegiatan; 

3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan 
proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak 
ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa 
pelaksanaan kegiatan; 

4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan 
uji kelayakan keluaran hasil kegiatan; 

5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui: 

 a.  Seminar Laporan Antara (interim report); 

 b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (final report). 

6. Seminar Laporan Antara (interim report) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer Nasional 
yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Rektor; 

7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (Final Report) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan 
di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, Reviewer Nasional 
Keluaran dan/ atau Expert yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta 
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memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil 
kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. 

8. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk mempresentasikan 
hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan; 

9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran 
terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat 
pelanggaran yang dilakukan; 

10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak 
ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas; 

11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada 
PIHAK KEDUA. 

  
Pasal 8  

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
PIHAK PERTAMA; 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

 a. Laporan Antara (Interim Report); 

 b. Laporan Akhir (Final Report). 

3. Laporan Antara (Interim Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) 
merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan 
perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 

4. Laporan Akhir (Final Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) 
merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran 
hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. 

 
Pasal 9  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan keluaran 
(output) berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi, dan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta outcome berupa 
Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman 
Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat 
pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 

2. PIHAK KEDUA dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada 
ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian 
Pengembangan Pendidikan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan 
serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada PIHAK PERTAMA; 

4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan 
pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA beserta dengan luaran tambahan yang telah 
dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan outcome 
keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan; 

5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan 
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sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

  
Pasal 10  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan 
perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (interim report) kepada 
PIHAK PERTAMA berupa catatan kemajuan (logbook), luaran hasil sementara 
serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan 
Pendidikan Tinggi, selambat-lambatnya pada tanggal  27 Juli 2022; 

2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan 
perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (interim report) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI 
dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara 
selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2022; 

3. Jika PIHAK KEDUA belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan 
kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan 
Antara (interim report) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka PIHAK 
KEDUA tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (interim 
report) dan atau tahapan selanjutnya. 

  
Pasal 11  

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan 
atau Laporan Antara (interim report) serta pencapaian keluaran hasil berupa 
output dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer Nasional yang 
terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Rektor; 

2. PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan 
kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau 
Laporan Antara (interim report) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang 
disampaikan oleh Tim Reviewer Nasional; 

3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (interim report) dibebankan kepada 
PIHAK KEDUA sebesar 2% (dua persen) dari total bantuan yang diterima;  

4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada PIHAK 
PERTAMA melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%); 

5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (interim 
report) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh 
PIHAK PERTAMA melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang 
dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, 
evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer Nasional serta hal-hal terkait 
lainnya dengan pelaksanaan kegiatan. 

  
Pasal 12  

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat 
dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK 
PERTAMA yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 
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2. Apabila PIHAK KEDUA selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak 
dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 
maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu 
anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada PIHAK PERTAMA 
sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas; 

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di atas, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 
dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana 
bantuan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. 

  
Pasal 13  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (output) 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI 
dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil 
oleh Tim Reviewer Nasional paling lambat tanggal 23 September 2022; 

2. Jika PIHAK KEDUA belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap 
keluaran hasil (output) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka PIHAK 
KEDUA tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil; 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (output), jika ada 
perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi 
dari Tim Reviewer Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil; 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran 
hasil (output) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag 
RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal 20 Oktober 2022; 

4. Hard copy keluaran hasil (output) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan 
kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 27 Oktober 2022 beserta dengan 
berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam 
Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 
Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 

5. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil 
(output) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan 
sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka PIHAK KEDUA wajib 
mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta PIHAK 
KEDUA tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
terhitung mulai tahun berikutnya; 

6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh 
PIHAK PERTAMA. 

  
Pasal 14  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan outcome 
keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) atas outcome Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 
klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan jadwal dan 
batas waktu yang telah ditentukan; 
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2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan outcome keluaran hasil berupa 
Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas outcome 
Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA 
melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah 
ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah 
ditentukan; 

3. Jika target outcome sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai 
batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA tidak dapat 
mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan 
outcome tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak 
berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan. 

  
Pasal 15  

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi 
hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Pendaftaran dan pencataan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh; 

4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik 
Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui 
Surat Keterangan Hibah. 

  
Pasal 16  

1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan 
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; 

2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan 
pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengikuti 
tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya; 

3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum juga 
dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka 
Surat Perjanjian Penugasan ini DINYATAKAN BATAL dan PIHAK KEDUA wajib 
mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti 
pengembalian dana disimpan oleh PIHAK PERTAMA. 

4. Apabila PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di 
atas, maka PIHAK KEDUA tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan 
bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi 
lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; 

5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas 
berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. 

  
Pasal 17  

1. Apabila terjadi “Force Majeur” (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, 
kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang 





























































 
 
 

 
PERJANJIAN 

TENTANG 
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN 

INDUSTRI (DUDI)   
TAHUN ANGGARAN 2023 

  
NOMOR B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023  

 
 
Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan 
ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua 
puluh tiga antara: 
 
1. AHMAD ZAINUL HAMDI, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 
berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI 
Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

  
2. KHAIRUN NISAH, Ketua Peneliti, Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia 

Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Universitas Islam 
Negeri (UIN ) Ar-Raniry, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian 
Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023, yang diatur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
PENDAHULUAN 

(1) Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (1) adalah bantuan 
berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian 
Berbasis Standar Biaya Keluaran  Tahun Anggaran 2023 

(2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 
2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin 
efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin 
penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. 

(3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan 
PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis. 

(4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK 
KEDUA tanpa ada unsur paksaan. 

 
Pasal 2 

LINGKUP PERJANJIAN 
Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah 
pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan 
kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, 
sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir 
Tahun Anggaran. 

 
 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat 
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981 

Website: http://diktis.kemenag.go.id 



Pasal 3 
PELAKSANAAN PERJANJIAN 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU: 
a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan 
c. meminta laporan pertanggungjawaban;  

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:. 
a. menerima dana bantuan sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)  melalui 

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan 
Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374  

b. memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah 
ditetapkan; dan 

c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang 
diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas 
Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan 
dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang 
relevan. 

(6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan 
dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan 
pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan 
bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan Sanksi: 
a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian 

Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara 
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari 
penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang 
ditimbulkannya. 

(8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir 
Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis. 

 
Pasal 4 

PEMBIAYAAN 
Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023. 

Pasal 5 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, 
maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah 
untuk Mufakat. 

 
Pasal 6 

LAIN-LAIN 
(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, yang 

secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan 
kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK 
KESATU dan PIHAK KEDUA. 

(2) Yang termasuk force majeure adalah: 
a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2; 



b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir; 
c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau 
d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, 

perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi. 
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari force 

majeure akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. 
 

Pasal 7 
PENUTUP 

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK 
KEDUA. 

(3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian. 
 

PIHAK KEDUA, 
Penerima Bantuan 
 
 
 
 
 
 
KHAIRUN NISAH 

 PIHAK KESATU, 
Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam 
Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
 
 

AHMAD ZAINUL HAMDI 
 

 
  



 
SURAT PERNYATAAN 

KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : KHAIRUN NISAH  
Alamat : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,   
   Baitussalam, Aceh Besar 
 
Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat 
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta 
Rupiah)  berdasarkan Perjanjian/Kontrak Penelitian: 
 
Tanggal  : 04 Oktober 2023 
Nomor   : B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023 
Judul Penelitian : Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb2+ Dengan       

  Membran Polyurethane Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl) 
Phosphoric Acid (D2EHPA) 

Nilai kontrak  : Rp. 70.000.000,- ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) 
 
Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi 
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas. 
 
Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian 
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak 
Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar 
nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.  
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 

Banda Aceh, 04 Oktober 2023 
Penerima Bantuan  

 
 
 

 
KHAIRUN NISAH 

                                  
  



 
 
 

 
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN 

 
Pada hari ini  Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang 
bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI 

 NIP : 197205182000031001 
 Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama 
 Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah 

Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 
 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

2. Nama : KHAIRUN NISAH 
 NIP/NIDN : 197902162014032001/ 2016027902 

 Jabatan : Ketua Peneliti 
Alamat                   : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,         
                                          Baitussalam, Aceh Besar 

 
 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

dengan ini menyatakan sebagai berikut: 
1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi 

Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat 
Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374 Tahun 2023 dan Perjanjian/Kontrak 
Nomor B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023. 

2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Judul penelitian Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb2+ Dengan       
Membran Polyurethane Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl) Phosphoric Acid 
(D2EHPA) 

b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)   
 
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh 
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

 
PIHAK KESATU, 
Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam 
Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
 
 
AHMAD ZAINUL HAMDI 

 Jakarta, 05 Oktober 2023  
PIHAK KEDUA, 
 
 
Penerima Bantuan 
 
 
 
 
 
KHAIRUN NISAH 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat 
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981 

Website: http://diktis.kemenag.go.id 



 
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG 

 
 
Nomor : B-4821.1/Dt.I.III/KU.05/10/2023 

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Kementerian Agama RI 

Banyaknya Uang : Rp. 70.000.000,- 

 : (Tujuh Puluh juta Rupiah) 

Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri  

                                          (DUDI) 

Judul Penelitian     :  Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb2+ Dengan        
                                          Membran Polyurethane Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl)    
                                          Phosphoric Acid (D2EHPA) 
 

 

 

 

Disahkan Oleh, 
Pejabat Pembuat Komitmen 
Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam 
 
 
 
AHMAD ZAINUL HAMDI 

 Jakarta, 05 Oktober 2023 
 
 
Penerima Bantuan  
 
 
 
KHAIRUN NISAH 

 

 
 
 

  



 
SURAT PERNYATAAN 

TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : KHAIRUN NISAH 
Alamat                    : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,         
                                 Baitussalam, Aceh Besar 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374 
Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan 
Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023 dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang Pelaksanaan 
Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 
2023 Nomor  B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. 
70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah) 
 
Dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi: 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 

Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) 
Logam Pb2+ Dengan Membran Polyurethane 
Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl)   
Phosphoric Acid (D2EHPA) 
 

Rp. 70.000.000,- 

JUMLAH Rp. 70.000.000,- 

  
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

penelitian sebagaimana tersebut di atas. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
 

Banda Aceh, 29 Desember  2023 
Penerima Bantuan  
 
 
 
KHAIRUN NISAH 

  



 
 
 
 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN 
 
 

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga antara 
yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama : KHAIRUN NISAH 

NIP/NIDN : 197902162014032001/ 2016027902 
 Jabatan : Ketua Peneliti 

       Alamat                        : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,   
                                                 Baitussalam, Aceh Besar 

 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU 
2. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI 

NIP : 197205182000031001 
 Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama 
 Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah 

Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 
 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

dengan ini menyatakan sebagai berikut: 
1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan Penelitian Terapan 

Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan 
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374 Tahun 2023 dan 
Perjanjian/ Kontrak Nomor B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023. 

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan 
untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah) 
b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah) 

3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari 
PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah 
diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak. 
 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh 
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
PIHAK KEDUA, 
Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam 
Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
 
 
 
AHMAD ZAINUL HAMDI 

 Jakarta, 29 Desember 2023 
PIHAK KESATU, 
 
 
Penerima Bantuan 
 
 
 
 
 
KHAIRUN NISAH 

 
  

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat 
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981 

Website: http://diktis.kemenag.go.id 



 
SURAT PERNYATAAN 

TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Lengkap   :  KHAIRUN NISAH 

Tempat/Tanggal Lahir  :  Tebing-Tinggi / 16 Febuari 1979 

NIP/NIDN    :  197902162014032001/ 2016027902 

Unit Kerja/Instansi   :  Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi/ UIN Ar-    

                Raniry 

Alamat Kantor               :  Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111 

Nomor HP/WA   :  081376655235 

 
Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU 
Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2023, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 
Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2023. 
 
Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya 
bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan 
yang diterima. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. 
 
 

Banda Aceh, 05 Oktober 2023 
Penerima Bantuan  

 
 
 

KHAIRUN NISAH 
                                  



Pra Penelitian

Biji Jarak Bahan baku PU 30 Kg 100.000 500000

TDI Pereaksi 2 L 1.200.000                    2.400.000           

Aseton Pereaksi 3 L 1.100.000                    3.300.000           

Aquades Pelarut 100 L 7.000                           700.000              

Minyak Jarak Zat aditif 1 L 350.000                       350.000              

D2EHPA Zat aditif 100 g 34.000                         3.400.000           

KCl Pereaksi 5 mL 33.000                         165.000              

Agar Pereaksi 5 mL 1.000                           5.000                  

Timbal Nitrat Ion analit 10 L 35.000                         350.000              

Kawat Platina Pereaksi 5 g 24.000                         120.000              

Besi klorida Pereaksi 50 mL 850                              42.500                

Perekat china Perekat 3 mL 11.000                         33.000                

Perekat UHU Perekat 3 g 7.000                           21.000                

Kwat Tembaga Elektroda 1 m 20.000                         20.000                

Pipet Tip / Blue Perekat 1 paket 350.000                       350.000              

Pipa kapiler (plastik) wadah elektrodad 1 m 10.000                         10.000                

Perekat Pipa Perekat 3 pcs 12.000                         36.000                

11.302.500         

2. Proses Pelaksanaan

Peralatan gelas Peralatan penelitian 1 paket 400.000                       400.000              

Hotplat Proses polimerisasi 1 paket 500.000                       500.000              

Timbangan analitik Proses penimbangan sampel 1 paket 500.000                       500.000              

Oven Proses curing 1 paket 500.000                       500.000              

Potensiometer Orion model 710 A Instrumen pengukuran 1 paket 23.000.000                  23.000.000         

Elektroda kalomel jenuh Analisa kerja 1 paket 400.000                       400.000              

Stop watch Analisa termal 2 paket 400.000                       800.000              

ATK dan alat penunjang lain Penunjang 1 paket 1.000.000                    1.000.000           

27.100.000         

3. Pasca Penelitian

Laporan Penyusunan laporan 2 paket                      1.000.000            2.000.000 
Administrasi Biaya administrasi 3 paket                      1.500.000            4.500.000 

FGD Diskusi kelompok 6 paket                         550.000            3.300.000 

Sampling Pengambilan sampel 3 paket                      1.500.000            4.500.000 

HAKI Pengajuan paten 1 paten 1.000.000                               1.000.000 

15.300.000         

53.702.500         

Banda Aceh, 20  Desember 2023

Dr. Khairun Nisah

 Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian ESI Pb2+

Material Justifikasi Pemakaian Harga Satuan (Rp)

Material Justifikasi Pemakaian Harga Satuan (Rp)

SUB TOTAL

 Bahan Habis Pakai

Biaya (Rp)

Biaya per 
Tahun (Rp)

Biaya per 
Tahun (Rp)

SUB TOTAL

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN  (Rp)

Kuantitas

Kuantitas

KuantitasMaterial Justifikasi Pemakaian Harga Satuan (Rp)

SUB TOTAL



#

#REF!











































































LAMPIRAN

Perjanjian Pelaksanaan Program Pendanaan MoRA The AIR Funds

Nomor : 62/Dt.I.III/PP.05/12/2024

Nomor : B-830/Un.08/LP2M/Ks.01.2/12/2024

Tanggal : 6 Desember 2024

Pelaksanaan dan Indikator Kinerja Riset

(Kegiatan 1)

[1] Pelaksanaan Kegiatan (perlu didiskusikan)

Ketua Periset Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc.

Judul Green-synthesis dan Aplikasi Anoda Nanopartikel Nike Oksida (Nio)

dalam Baterai Kendaraan Listrik: Dari Riset Laboratorium Hingga

Produksi industri

Fokus Riset Sains & Teknologi

Jangka Waktu 3 Periode

Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)

Komponen Periode 1 Periode 2 Periode 3

Biaya Langsung

Personil

Rp. 300.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000

Biaya Langsung Non

Personil

Rp. 650.000.000 Rp. 1.300.000.000 Rp. 1.300.000.000

Biaya Tidak

Langsung

Rp. 50.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000

Total Rp. 1.000.000.000 Rp. 2.000.000.000 Rp. 2.000.000.000

Indikator Kinerja Riset / Luaran

No Periode 1 Periode 2 Periode 3

1. Karya Tulis Ilmiah atau

Jurnal Internasional

Karya Tulis Ilmiah atau

Jurnal Internasional

Karya Tulis Ilmiah atau

Jurnal Internasional

2. Hak Cipta Hak Paten

Persyaratan Pencairan Pendanaan

No Tahap Ke- Besar Pendanaan (dalam Rupiah)

Periode 1 Periode 2 Periode 3

1 Tahap Kesatu Rp. 700.000.000 Rp. 1.400.000.000 Rp1.400.000.000

2 Tahap Kedua Rp. 300.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000



Syarat Pencairan

1. Tahap Kesatu ● Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;

● Perjanjian/kontrak/dokumen sejenis lainnya;

● Proposal riset

● Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima

pendanaan;

● Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan

yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan

● Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima

Pendanaan.

2. Tahap Kedua ● Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;

● Laporan Awal Pelaksanaan Riset;

● Laporan Awal Penggunaan Dana Riset (Laporan rekapitulasi

penggunaan dana riset tahap pertama paling sedikit telah

mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai penyaluran

tahap pertama);

● Laporan Monitoring Internal yang dilakukan oleh Lembaga

Periset Utama;

● Rencana penggunaan dana tahap kedua; dan

● Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang

berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
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